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PUTUSAN
Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak
antara:
PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX (Kolam XXXXXXX XXXXXXXXX XxX) Rt. 004 Rw.002
Desa XXxXxXxxX XXxxx, Kecamatan Xxxxxxx xXxxxx, Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa Barat;, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. XxxxxxxxxRt. 012
Rw. 005, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;
e Pengadilan Agama tersebut;
e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
e Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02
Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan perkawinan pada Hari Minggu tanggal 24 Agustus

2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang;
Sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah  Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di Kp. XxxxxxxxxRt. 012 Rw. 005, Desa
Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak Yang Bernama:

3.1. Anak 1, (P), Umur 8 tahun;
3.2. Anak 2, (L), Umur 6 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun
2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak
harmonis karena;

4.1. Termohon tidak mau ikut pindah ke indramayu dengan Pemohon
untuk usaha;

4.2. Orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon;

4.3. Pemohon sudah mentalak Termohon secara lisan;

5. Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022 Sehingga antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan
selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan
Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta
Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai

dengan Termohon;
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7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP
No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
dengan didampingi kuasa hukumnya dan termohon telah hadir sendiri di
persidangan, kemudian majlis hakim mengupayakan untuk berdamai tetapi
tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016
tentang Mediasi, diperintahkan kepada Pemohon dan termohon untuk
melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator bahwa mediasi
dinyatakan gagal dan tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah
tangganya, sebagaimana surat laporan mediator tanggal 2 Maret 2023
perkara Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron
Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM.

Bahwa atas pada sidang tanggal 16 maret 2023 Pemohon dan
termohon hadir, kemudian pemohon telah menyatakan pencabutan perkara
Nomor 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, tertanggal 2 Pebruari 2023,
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Bahwa oleh karena itu, pemohon mencabut perkaranya Nomor
838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, tertanggal 2 Pebruari 2023, dengan demikian
pemeriksaan atas perkara ini selesai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah rukun kembali
dalam rumah tangganya, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut
perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan
permohonan Pemohon tersebut dan perkara nomor 838/Pdt.G/2023/PA.
Tors, tertanggal 2 Pebruari 2023 selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara nomor

: 838/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tanggal 2 Pebruari 2023;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu
rupiah);
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Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majlis
Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Maret
2023 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1444 H, oleh Kami Drs. H.
Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.
Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan mana
diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon  diluar hadimya termohon

Ketua Majlis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Martias Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
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2. Biaya ATK Perkara :Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan - Rp. 370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan :Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 865.000,00;

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
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